BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Sudah menjadi sunnatullah, bahwa segala sesuatu yang ada
di dunia ini diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan.
Tidak terkccuali manusia, manusia juga diciptakan oleh Allah
secara berpasangan juga, yakni ada pria dam wanita, Dar1 dua
jenis vangdberbeda itulah. kemudian timbul rasa ingin kenal dan
rasa ingin meneintai dan memiliki
Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua insan dengan jcnis
kelamin yang berbeda tersebut, mempunyail rasa keterkaitan
terhadap lawan jenisaya untuk hidup bersama. Kctertarikan
terhadap lawan jenis tersebut. adakalanya karena kecantikan,
kepribadian atau faktor-faktor vang lain. Sehingga timbul hasrat
untuk menvatupadukan rasa cinta dan rasa sayang tersebut dalam
suatu ikatan vang kuat atau “Mitsaqan Ghalidhan™ vyaitu
perkawinan. v
Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang
harmonis. tenang, bahagia dan tentram. [al ini merupakan

dambaan yang normal bagi setiap pasangan suami istri dalam
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mengarungi batera kehidupan rumah tangga, di samping untuk
mengembang biakkan keturunan juga. Hal ini sebagaimana yang
telah tertera dalam Undang-undang Perkawinan 1974, yang
mengatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara scorang
suam! dengan scorang wanita sebagal suami 1511l dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini juga sejalan dengan apa yang telah diisyaratkan

dalam Al-Qur an .
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Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tentram
dengannya. Dan_dijadikannya di antara kamu rasa
kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian i1tu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
bertikir.” (QS. Ar Ruum). (Depag Ki, i¥9Z . Z1)

Dengan adanya suatu perkawinan, maka seorang laki-laki
yang menjadi suami memperoleh berbagai hak suami dalam
keluarga itu. Begitupun seorang wanita yang mengikatkan diri

menjadi istri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula.



Di samping itu sebagaimana lazimnya, merekapun memikul
ula kewajiban-kewajiban  akibat menggabungkan dan
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mengikatkan diri dlam keluarga hasil perkawinan itu, baik
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Artinya : “Ketika ada dua mafsadah yang saling bertcmanLan
maka dipilihlah yang lebih ringan mafsadahnya.”

Sehingga memisahkan antara keduanya yang sedang bertengkar
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Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (th(]dL'Idh
diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma ruf,
sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.
(QS. Al Baqgarah : 241). (Depag RI, 1992 : 58)



“Mut ah muthallagah™ sebagaimana yang terdapat dalam
ketentuan umum Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa

«mut'ah” adalah pemberian bekas suami kepada istri yang

di;
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Artinya : “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu
jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum  kamu
bercampur  dengan  mereka dan sebelum  kamu
menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan
suatu mut ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang
mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin
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Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah
diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma ruf
sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.”
(QS. Al baqarah : 241). (Depag RI, 1992 : 58)
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Sedangkan madzhab Maliky, berbeda dengan kedua
pendapat di atas. Madzhab Maliki berpendapat, bahwa “mut’ ah

muthallagah™ hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Mereka

nme lafadz “haggan al | muhsiniin l.afadz rsebut
tid cnu ka kan s kewajpiban vz Zuhaily. ' 89
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ntara itu Kompilasi Hukum Islam, yang mecrupakan
inuvikasi dan kodifikasi dari beberapa pendapat ulama mac ¥illo]
yal atkan de cond imat Islam di Indones - a
ck it nyat r memby n
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Dari latar belakang di atas, dapat diketahur bahwa
Kompilasi Hukum Islam dan ulama-ulama madzhab terdapat
beberapa perbedaan dalam masalah “mut ah muthallagah™ ini,
meskipun pada awal-awal perumusannya kompilasi tetap
mengakomodir dart pendapat para ulama yang ada. Akan tetapi

memang dalam masalah “mut’ ah muthallaqah” ini nampaknya ada



beberapa hal yang kompilasi sama sekali tidak terkait dengan
pendapat-pendapat ulama madzhab. Dari itulah yang kemudian
penulis ingin mengetahui sejauh mana keterkaitan pendapat
ulama-ulama madzhab terhadap Kketentuan “mut’ah” dalam
Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu. dari lagar belakang dv atas penulis juga 1ngin
mengetahui  apa vang menjadi pertimbangan atau landasan
Kompilasi Hukum Islam sehingga memberikan persyaratan yang
berbeda dengan persyvaratan yang diberikan oleh para ulama

madzhab scbleumnya

Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, maka dapat diketahut
adanva permasalahan sebagai berikut
Bagaimanakah pendapat dari para ulama madzhab dan Kompilasi
Hukum Islam tentang “mut ah’ muthatlaqah™, serta ada atau
tidaknya keterkaitan antara pendapat ulama madzhab dengan
ketentuan “mut'ah™ vang ada dalam Kompilasi Hukum Islam

tersebut.



C. Pembatasan Masalah
Untuk lebih jelasnya permasalahan diatas, maka akan
dikaji dalam batasan-batasan masalah sebagai berikut :
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|, Apakah bentuk dan syarat wajibnya pemberian “mut ah
muthallagah™ menurut ulama madzhab empat dan Kompilasi

Hukum Isltam



2 Sejauh mana keterkaitan pendapat ulama madzhab ampat

tcrhadap ketentuan “mut’ah muthallagah” yang tertuang

dalam Kompilast Hukum Islam,
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lslam dalam memberikan persyaratan terhadap wajibnya

pemberian “mut ah muthallagah”

F. Kegunaan Study
Sedangkan kegunaan dari study pembahasan ini adalah

sebagai berikut :



| Scbagai kontribusi ilmiah bagi perpustakaan Institut Agama

{slam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya, sekaligus

memberikan tambahan pengetahuan kepada para pembaca yang

 nermasalakan vans ada dalam tulisan ini.
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peneliti berikutnya schingga akan diperoleh suatu kesin

yang lebih falid dari sebuah analisa tentang mut’ ah.

5. Data-Data Yang Dihimpun

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka untuk

data-data yang akan dihimpun dalam studi ini secara global

adalah sebagai berikut
1. Bentuk dan syarat wajibnya pelaksanaan “mut'ah muthallaqah”

yang terdapat dalam pasal 158 Kompilasi Hukum Islam.

Pandancan ulama madzhab empat terhadap bentuk dan syarat

2
wajib pelaksanaan “mutah muthallagah™
H. Sumber Data

Karena study ini merupakan riset pustaka, maka sumber
data yang diambil dalam menyelesaikan karya ilmiyah ini

diperoleh dari kumpulan karya-karya para ahli figh, naskah-



naskah dan karva ilmiyah yang berkaitan dengan masalah ini,
meskipun hanya bersifat mendukung saja.

Diantara referensi tersebut adalah :
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Metode Analisis Data
Data vyang berhasil digali dan dihimpun lalu kemudian

dianlisis secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut :
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Editing, yaitu pengolahan dari pengumpulan data guna

mendapatkan data yang lebih jelas dan relevan.

Organisasi data, yaitu menyusun dan mengatur data yang
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mantar:
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dalil

dengan dalil yang lain, satu pendapat dengan

pendapat yang lain dengan

membandingkan  aspek  persamaan

cara

dan

perbedaannya untuk kemudian ditarik pada

suatu kesimpulan.



K. Sistimatika Pembahasan

Untuk dapat mencapai nilai ilmiyah dalam suatu penulisan,

tidak lepas dari adanya sistematika pembahasan. Sehubungan
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mut ah dan . 12
perbandingan antara peudapat  ulaina iauziab
dengan kompilasi, serta keterkaitan pendapat
ulama madzhab terhadap ketentuan mut ah yang
ada dalam Kompilasi Hukum Islam.

Merupakan hasil akhir dari keseluruhan penelitian

ini, yang meliputi simpulan dan saran-saran.



